BAB IV

ANALISISLARANGAN BAGI PNSWANITA UNTUK MENJADI ISTRI

POLIGAMI DALAM PASAL 4 AYAT 2PP NO.45 TAHUN 1990

A. Analisis dilaranganya bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami

dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparaturar@e@bdi negara, dan
abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yamgbaai masyarakat dalam
tingkat laku, tindakan dan ketaatan kepada penatperundang-undangan
yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidugdunaitga. Untuk bisa
melaksanakan kewajiban itu, maka kehidupan Pegalegeri Sipil dalam
melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganiggunoasalah-masalah

dalamkeluarganya

Hal ini memang sangat perlu mendapat perhatiannkareenjatuhkan
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidaknat sebagai Pegawai
Negeri Sipil belum tentu menyelesaikan permasalabBadalam ilmu hukum
ada suatu hipotesa yang menyatakan bahwa semakiyakgenjatuhan
sanksi-sanksi negatif bagi pelanggar hukum menbkajkbahwa wibawa

hukum merosot sehingga tidak efektif berlaku dataasyarakat.

Pasal 1 UUP menyatakan: “Perkawinan adalah ikahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai sutmil@sgan tujuan untuk

! Mura P. Hutagalungdukum Islam dalam Era Pembangundakarta: Ind.Hill-co,
1985, him.69.
% Ibid.,
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakeé&al berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 P8&salyat (1)
menyebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu pesgkasgorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hamyl@h mempunyai
seorang suami, kemudian dilanjutkan dengan ayat y@)g berbunyi
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suiatk beristri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yargangkutan.

Menurut buku karangan Purbacaraka dan Soerjon&aBt®e terdapat
beberapa asas yang tujuannya adalah agar Peratyaag berlaku khusus
mempunyai dampak yang posistifrtinya supaya peraturan tersebut mencapai
tujuannya, sehingga bisa berjalan efektif, yanglsahtunya asas yang berlaku
untuk PNS vyaitu asas lex specialis derogat legi generaleng artinya asas
penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yargfét khusuglex
specialig, mengesampingkan hukum yang bersifat umlex generalis) Lex
specialisnyaadalah pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yargrang
seorang wanita PNS menjadi istri kedua, ketigaptalkkeeempat. Sedangkan
lex generalisnyadalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentan@pénin

pasal 3 ayat 2).

8 Undang-Undang Pokok Perkawinalgkarta: Sinar Grafika, 1989, him.2.

* Soerjono Soekant&aktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukimkarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007.

® Ibid.,
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Undang-undang adalah: Suatu peraturan negara yaagpumyai
kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dip@ihaleh penguasa

negara.
Undang-undang mempunyai dua arti, yaitu sebagé#iuter

1. Undang-undang dalam arti materiil, adalah: Setiepukusan Pemerintah
yang menurut isinya mengikat langsung setiap paukiu
2. Undang-undang dalam arti formil, adalah: Setiapukegan Pemerintah

yang merupakan Undang-undang karena bentuk dampearauatannyé.

Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakp&R) bersama
Presiden. Untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetaplajelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRerkdnaan dengan
berlakunya suatu Undang-undang, dikenal beberapas ageraturan

perundangan:

1) Undang-undang tidak berlaku surut.

2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yangtlebih

3) inggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

4) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampiridkdang-undang
yang bersifat umum.

5) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkanatirdndang
yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yangasam

6) Undang-undang tidak dapat diganggu gudgat.

8 Yulies Tiena MasrianiPengantar Hukum Indonesialakarta: Sinar Grafika, 2004,
him.22
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UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden unaretapkan
Peraturan Pemerintah (PP) dalam menjalankan Undiadgnrg sebagaimana
mestinya. (pasal 5 ayat (2) UUD 1945).Selain peaatuypemerintah pusat,
dikenal pula peraturan pemerintah daerah. Perapgarerintah pusat memuat
aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undasglangkan
peraturan pemerintah daerah isinya tidak bolelebtahgan dengan peraturan
pemerintah pusat, dan jika ternyata bertentangddamparaturan daerah yang

bersangkutan dengan sendirinya batal (tidak bexfaku

Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun Undadgng yang
bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, &atuRan Pemerintah
tersebut untuk melaksanakan Undang-undang. DibeptukPeraturan
Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang yafah tdibentuk,
sekalipun dalam Undang-undang tersebut tidak sedeaalisit mengharuskan
dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah yang letggitkedudukannya akan

memiliki kedududukan pemberlakuan yang lebih tinmga.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban meutelalam hal hendak
melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satan atau bermaksud
melakukan perceraian, karena sebagai unsur apaegara, abdi negara, dan
abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksam tugasnya

diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupamaku tangga atau

7 bid., him.23.
8 Ibid.,
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keluarganyd. Menurut penulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah
sepantasnya memberikan contoh yang baik kepadaana&sy dalam hal apa
pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, &asetiap orang harus
taat pada Ulil Amri atau Pemerintah, sebagaimam@ndafirman Allah Surat

An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilanafl dan taatilah Rasul,
serta Ulil Amri diantara kalian, kemudian apabiki&n berselisih
tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepadd Athn Rasul.
Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirl Ha adalah
yang terbaik untuk kalian dan paling bagus damypakri®

Buku UUP di Indonesia memuat hal-hal pokok yan@dikan dasar untuk

jalannya PP No. 45 Tahun 1990 diantaranya adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokokipgkerkawinan
(lembaran negara tahun 1974 nomor 1, tambahan tamb@gara nomor

3019).

® Undang-undang Perkawinan di IndonesBurabaya: Arkala, him.152.

10 Departemen Agama|-Quran dan Terjemahny&andung: CV Diponegoro, 2005,
him.128.
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentdakok-pokok Kepegawaian
(lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahanal@minegara nomor
3041).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangkgmbhaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan @eambnegara tahun
1975 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3050)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangvemang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegalegeri Sipil
(lembaran negara tahun 1975 nomor 26, tambahanal@minegara nomor
3058).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentamgtuPan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara tahun 198®ono50, tambahan
lembaran negara nomor 3176).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangperkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran reetghun 1983 nomor 13,

tambahan lembaran negara nomor 3250)

Ketujuh hal pokok yang dijadikan dasar untuk jaleEn®P No. 45 Tahun
1990 yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 tenidak diizinkannya wanita
PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat adp@Eht keenam karena
berkaitan dengan kedisiplinan PNS, di mana apaBPMS wanita itu

melanggar akan diberhentikan dengan tidak horntaagee Pegawai Negeri

1 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, op.tim.153.
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Sipil. *? Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sigilain melakukan
perkawinan dan perceraian, memerlukan suatu pearetap Peraturan
Pemerintah mengenai izin perkawinan dan percerasgn Pegawai Negeri
Sipil. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentaRgkok-pokok
Kepegawaianpasal 29, dinyatakan bahwa untuk menjamin tatabtetan

kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan PeratusapiliDi Pegawai Negeri
Sipil. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangkamperlancar
pelaksanaannya, Pemerintah mengeluarkan pedomeatunad disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Surat Edaran Kepala Badan iAitnasi Kepegawaian
Negara) tentang petunjuk teknis pelaksanaan ParatDisipilin Pegawai

Negeri Sipil*®

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 18itngPokok-
pokok Kepegawaiamrmenerangkan bahwa dalam rangka usaha mencapai
tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil m@kmur yang merata
dan keseimbangan materiil dan spirituil, diperlukatanya Pegawai Negeri
sebagai Warga Negara, unsur aparatur negara, abghray dan abdi
masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan k&aadasila, UUD 1945,
Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu paduebtl baik, berwibawa,
berdaya guna, bersih, bemutu tinggi, dan sadar @kgygung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembang@ien sebab itu

diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengkadudukan,

12 i
lbid.,
13 |stomo GatotHimpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-pesatu
Kepegawaian Negar&8andung: P.T Karya Nusantara, cet. 1, jilid 1982, him.759.
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kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yailgksdnakan

berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi Kerja.

Menurut penulis dilarangnya PNS wanita menjadii ikedua, ketiga
ataupun keempat adalah suatu bentuk ketaaatan RN&d& Pemerintah
karena Pemerintah merupakan Ulil Amri yang mengatasejahteraan
rakyatnya yaitu PNS. Untuk memajukan kesejahtetedradap suatu negara
apabila urusan itu adalah urusan kenegaraaan nmakaruitu menjadi urusan
keagamaan, karena memperjuangkan negara adalapiahgkdiperintahkan
oleh agama, sesuai dengan kebutuhan masyarakataisgkgang lebih
membutuhkan penjelasan persoalan-persoalan kem@gaf@emerintahan
sekarang sangat berkaitan erat dengan agama, kaegaealah yang menjadi
penggerak utama dalam masyarakat, sedangkan tadamya perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekdassmkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang parceraian sejauh

mungkin harus dihindarkan

Penulis juga berpendapat bahwa dilarangnya wait& Penjadi istri
kedua, ketiga atau keempat apabila sewaktu-wakjadieperceraian, maka
pembagian gaji sebagai akibat perceraian itu dikana dapat lebih menjamin
keadilan bagi kedua belah pihak. Pasal 4 ayat 2N8P45 Tahun 1990
mengenai larangan wanita PNS menjadi istri kededg& ataupun keempat

merupakan tindakarprefentif untuk menghindarkan wanita PNS dari

4 Nur Alam dan Harmon Harubimpunan Undang-undang Kepegawaidakarta: PT
Raja Graindo Persada, 2003, him.1.
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permasalahan rumah tangga yang kemungkinan bdsar tianbul, sehingga
menganggu dalam melaksanakan kewajiban yang didmbakepadanya
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sesugardetasar dari kaidah

figh:
o Wl a7 le 2 ik A Gl 53

Artinya: “Menolak  kerusakan didahulukan dari  padamenarik
kemaslahatan™

B. AnalissHukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.
Prosedur poligami menurut pasal 40 PP No. 9 Tal®r® Inenyebutkan

bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk bhdebih dari seorang,

maka ia wajib mengajukan permohonan secara teitelimda Pengadilan.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, B8mpilasi Hukum Islam

sebagai berikut®

Pasal 56 KHI

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang hamaadapat izin dari
Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (dkukian menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PeaatBemerintah Nomor

9 Tahun 1975.

15 Asjmuni A. RahmanQawa’idul Fiighiyah,Jakarta: Bulan Bintang, 1976, him.29.
16 Dedi SupriyadiFigh Munakahat PerbandingaBandung: CV. Pustaka Setia, 2011,
him.135.
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3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, kediiu keempat tanpa
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuduiakum.*’

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada syang akan beristri

lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebéagai

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidalat disembuhkan

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunéh.

Apabila Pengadilan Agama sudah menerima permohaampoligami,

kemudian memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seasaami kawin
lagi.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik ptisian lisan maupun
tulisan, apabila persetujuan itu merupakan pensedu;j lisan,
persetujuan itu harus diucapkan didepan sidangdedag

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjanperkean hidup
istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami y#angpdtangani
oleh bendahara tempat bekerja, atau
2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh &uitam.

7 |Instruksi Presiden RKompilasi Hukum Islam di Indonesidakarta:1991, him. 34.
18 :
lbid.,
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Pasal 58 ayat (2) KHI

dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huRdrbturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-idapat diberikan

secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekaltplah ada persetujuan

tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan pejsmiulisan istri pada

sidang Pengadilan Agaria

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Ba$éomor 9 Tahun

1975 adalah sebagai berikut:

1. Waktu melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pasal g0 dan 41
Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri pargangkutan.

2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan olehitdagelambat-
lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permahobeserta

lampiran-lampiranny&’

Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 melarangrsgeovanita Pegawai
Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga ataun keempat, yang mana
ketentuannya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 19dtatg perkawinan dan
juga Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam pembudtahijakan tersebut
terlihat adanya tujuan Pemerintah untuk menghiratageorang wanita PNS
dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonigredugaan kuat apabila
wanita itu menjadi istri kedua, ketiga ataupun kpamakan mengalami

beberapa masalah rumah tangga yang kompleks skdagan suaminya juga

19 |bid., him. 35.
20 zaninuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta: Sinar Grafika Offset,
2006, him. 48.
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dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa n@bkan kewajiban sebagai

abdi negara akan terganggu.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 melarang wanita uilijddikan istri
kedua disebabkan berhubungan saudara dengamtetrisebagai bibi atau
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami ddenpoligami (pasal 8
UUP)?? namun ada kesamaan prinsip antara kebijakan Peatertersebut
dengan UUP yaitu memperketat seseorang yang akpoligami. Sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam melarang seorang veanittuk dijadikan istri
kedua disebabkan berhubungan pertalian nasabsesaisuan dengan istrinya
saudara kandung, seayah, atau seibu, serta ketmygmawanita dengan
bibinya atau kemenakannya (sesuai pasal 41 KHDalam KHI tidak ada
larangan dalam hal akan melakukan poligami disedoalideh jabatan atau
pekerjaan wanita, yang ada hanyalah hadis tentaembg@asan untuk

melakukan poligami sesuai hadis berikut ini:

Ty Al G dals (6368 O e 0l G ) 38 Gyl W B Db Bl G
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Artinya: ‘Dari Zuhri dari Salim dan Ibnu Umar ia berkata: I&aias Saqofi

masuk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri padea
jahiliyah, maka bersama-sama masuk Islam bersarmda@hmaka

** Mura P. Hutagalundiukum Islam dalam Era Pembangunzakarta: Ind.Hill —Co,
1985, him 69.

22 Undang-Undang Pokok Perkawinanp.cit.,him.5.

2 Instruksi Presiden R.bp.cit., him.28.
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Nabi memerintahkan kepada Gailan supaya memilih aémp
diantara merek&*

Hadis di atas tentang percakapan antara Nabi kepaldh seorang
Muallaf yang bernama Ghailan as Saqofi untuk mexikan dan memilih
empat diantara sepuluh istri yang di nikahi. Jumblama menjadikan
sebagai dalil atas haramnya poligami lebih dariangpang, sedang Ulama
Zhahiriyah berpendapat, boleh poligami sampai skmbbrang. Jadi
berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahud tE9®ang dilarangnya
bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiggupun keempat. Hadis
itu tidak berlaku karena hanya diberlakukan kepa@ag merdeka, hamba

serta yang khusus bagi Nabi Saw.

Selain itu dalam Al-Quran juga membolehkan bepatiggampai 4 orang
istri dengan syarat berlaku adil kepada merekbagamana dalam firman
Allah Q.S An-Nisa’ ayat 3:

BXO212K000D & -+ vONGHAGE v ) ROSO
BIAC QER a0 OGOV I OO M e I @RNX

FITQHE 27Evw HHaeC o 1
008 reesd 0L BOQHE W F
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B-ANM00, O =D+ e Xdm [ AN Ches S HNS
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e @05 00 HEN w10 [ FLAERCRO» OO0
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat béx adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininydaka

24 Muhammad bin Isa bin Tsaur@ynan at-Timudzijilid 2, Beirut Libanon: Daar al-figr,
him.298.
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kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangiua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapdake adil[265],
Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-kugkng kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepaaak berbuat
aniaya.”

Menurut bukunya Musdah Mulia yang berjudul Islam nggugat
Poligami menetapkan syarat yang ketat bagi sesggraamy akan berpoligami,
yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yametagikan poligami itu
sangat berat dan dapat dipastikan hampir tidak @dag yang mampu
memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syaratgaoti sedemikian rupa
sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-an&rhadap istri mereka
seperti sedia kala. Faktor-faktor yang mendoromtptilnya poligami berakar
pada mentalitas dominasi (merasa lebih berkuasakifiat despotis (semena-
mena) kaum laki-laki dan sebagian lagi berasal parbedaan kecenderungan
alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal $usfigngsi reproduksi.
Semua faktor yang mendorong poligami tersebut bemgan dengan moral
Islam. Islam sangat membenci semua bentuk domidasi segala bentuk
perilaku despotis dengan alasan apa pun. Islamujudihadirkan untuk
mengeliminasi sikap-sikap tirani, otoriter, danpi#s dalam diri manusia dan
menggantinya dengan rasa cinta, kasih sayang dasayslraan antar

sesam&’

Menurut Penulis kehadiran PP No. 45 Tahun 199@kénya pasal 4 ayat

2 adalah sudah tepat diterapkan bagi PNS Wanitakuthtlak diizinkan

% Musdah MuliaJslam Menggugat Poligamiakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004, him.127.
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menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, kar@pabila diperbolehkan
dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif tlap&kehidupan keluarga
sehingga sangat mungkin terjadi konflik intra pdbadan sulit untuk
berkembang menjadi suatu keluarga yang harmonis bddnagia. Anggota
keluarga yang berada dalam situasi konflik akakdrabang menjadi pribadi
yang mendapat gangguasikologissehingga berpengaruh pada perilakunya
dan menyebabkan kewajiban tugas yang diberikangsélzdodi negara akan
terganggu. Ajaran agama menurut ulama Syatibi hdilirgat dari tujuannya
yang diistilahnya dengan maqashid al-syari'ah yaladam istilah Fazlur
Rahman disebut ideal moral yang berakar pada priksadilan, dengan
demikinan yang perlu ditegakkkan ditengah-tengahsyaiakat bukanlah
hukum, melainkan maslahah sebagai wujud konkretrdagashid al-syari’ah
atau moral itu sendiff Kebijakan pemerintah melarang PNS wanita untuk
menjadi istri kedua, ketiga atupun keempat adalatuku kemaslahatan

sebagaimana dalam kaidah figh:

Aaladit ke e de ) e 4 L T & 5
Artinya: “Kebijakan Pemimpin terhadap rakyatnya dsertung pada

mashlahat?’

Selain itu dampak atau pengaruh yang lebih besataladterhadap
perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasanpédak harmonis

akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik regdgm perkembangan anak

26 .
Ibid.,
27 Jaih MubarokKaidah Figh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asakikarta: Raja Grafindo
Persada, 2002, him.95.
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mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baikbdtknegatifnya sudah
dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumadhilangan kepercayaan
diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhama sekentuk-bentuk
kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperpaaphbila anak masuk
dalam lingkungan yang kurang menunjang. Kehidupatuskga sangat
mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan amakungan keluarga
merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pemdigertama, baik

jasmani maupun rohaffl.

Poligami merugikan sebagian masyarakat, terutaraenkgerempuan dan
anak-anak. Hal itu bukan merupakan tujuan dari i'syatslam tentang
pembolehkan poligami, akan tetapi lebih disebabkamdahnya moralitas

orang dan para pihak yang terlibat dengan poligdmi.

Poligami yang diakui oleh hukum dan Kompilasi Hukustam akan
menjamin kehidupan keluarga yang lebih terhormaipdda monogami yang
tidak dihormati yang akan menyembunyikan tindakataquran, kerendahan
nama, dan kebohongan, serta mengakibatkan banyaikavtatap tidak kawin

dan banyak pasangan suami istri yang tidak mempiamype>°

Poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakanséspatu yang harus

di diskusikar®® Apabila suami ingin melakukan poligami karena adauatu

28 Siti SundariKesehatan Mental dalam Kehidupaakarta: PT. Mahasatya, t.th, him.8.

29 Muhammad Amin Summajukum Keluarga Islam di Dunia Islardakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 182.

%0 |bid., him.183.

31 Dedi KusmayadiMemilih Poligami Mempertimbangkan Anakakarta: Fajar, 2002,
him.4.
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dari perkawinannya, misalnya istri tidak mampu rhiglan, istri nusyuz, istri

sakit dan sebagainya. Apabila karena seks semata masuk pada kelompok
orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Atas tekadl keinginan tersebut
tidak bisa sembunyi dari pengawasan Allah Swt, gaibaana dalam firman
Allah Q.S. Al-Ankabut ayat 52:

TEE O *Fora RGE HOKEE FndDO
OFEHCD$0 B - 000F &R * 2520 C0¢<= ¢

QTOOAORAOO00Wwe ONx AL 2-N
FNLIC AR NP PR R N L &IOS Se00
SR tEIUE DAV ey W BXUORCOIL -0
* & 56 N B-OROXI A0
KEDo M@ & # 0@ AL

E VXKD ¢ 0€ORNOTCAQ M Wwa I

Artinya: “Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksitaraku dan antaramu.
Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi deang-orang
yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepadihAmereka
ltulah orang-orang yang merugt.

%2 Departemen Agama Republik IndonegigQuran dan Terjemahnydakarta: PT.
Tanjung Mas Inti, 1992, him.636.



